KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 49 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMCOR 43 TAHUN 1976
TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT PENELI TI AN,
| LMJ PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGE DI SERPONG

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kemanmpuan dan Kkapasitas
penelitian ilm pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu
nmenata kenbali Pusat Penelitian, |lm Pengetahuan, dan
Teknol ogi (PUSPI PTEK) ke dalam tugas dan fungsi Menteri
Negara R set dan Teknol ogi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
mencabut Keputusan Presiden Nonor 43 Tahun 1976 tentang
Penmbangunan Pusat Penelitian, |l nmu Pengetahuan, dan Teknol ogi
di Serpong;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- undang Nonor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengenbangan, dan Penerapan |l nu Penget ahuan dan
Teknol ogi (Lenbaran Negara Tahun 2002 Nonor 84, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 4219);

3. Keputusan Presiden Nonmor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi, dan Tata Kerja
Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
t erakhir dengan Keputusan Presiden Nonmor 47 Tahun 2003;

4. Keputusan Presiden Nonmor 108 Tahun 2001 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Menteri Negara sebagai mana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presi den Nonor 48 Tahun 2003;

MVEMUTUSKAN :
Menet apkan: KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN

PRESI DEN NOMOR 43 TAHUN 1976 TENTANG PENMBANGUNAN
PUSAT PENELI TI AN, | LMJ PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOG

DI SERPONG
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nonor 43 Tahun 1976 tentang
Penbangunan Pusat Penelitian, |lnm Pengetahuan, dan Teknol ogi di
Ser pong.
Pasal 2

(1) Sebagai tindak |anjut dicabutnya Keputusan Presiden Nonor 43
Tahun 1976 tentang Penbangunan Pusat Penelitian, |1lnu
Penget ahuan, dan Teknologi di Serpong, Menteri Keuangan,



(2)

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara
Ri set dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawai an Negara
nmel aksanakan penyel esaian di bidang pegawai, penbiayaan,
per | engkapan, dan dokunmen secara terkoordinasi dengan
mengi kut sertakan Pinpinan instansi terkait sesuai dengan
bi dang tugasnya nasi ng- nasi ng.

Pel aksanaan penyel esaian di bidang pegawai, penbi ayaan,
per | engkapan, dan dokunen sebagai mana di maksud dalam ayat
(1), dilakukan dengan nenperhatikan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

MEGAWATI SCEKARNCPUTRI



